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TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT 
PEMILIKAN RUMAH  




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konstruksi hukum 
dan permasalahan yang muncul dalam perjanjian jual beli rumah secara kredit 
yang dilakukan di PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo.Metode penelitian 
yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif.Sumber 
data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu 
data hukum primer dan sekunder.Metode pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa konstruksi hukum perjanjian jual beli rumah secara kredit di PT. Kandang 
Karya Perkasa tersebut berbentuk akta jual beli yang bersifat otentik dimana 
perjanjian tersebut dilaksanakan dan disahkan dihadapan notaris.Permasalahan 
yang paling sering muncul adalah wanprestasi berupa macetnya pembayaran 
angsuran oleh debitur kepada kreditur yang diselesaikan dengan langkah preventif 
dengan carapengawasan, pembinaan dan pengikatan jaminan kredit, sedang secara 
represif dengan penjualan atau pelelangan barang jaminan yang dilakukan sesuai 
prosedur yang berlaku menurut hukum dan menurut perjanjian yang telah 
dilakukan.  
 




This study aims to identify and describe the legal construction and problems that 
arise in the purchase agreement houses on credit is done in PT. Kandang Karya 
Perkasa in Sukoharjo. The method used is empirical juridical with descriptive 
research. The data source consists of primary data is the result of interviews and 
secondary data is data of primary and secondary law. Data were collected by 
interview, observation and then analyzed qualitatively. The results showed that 
the legal construction home purchase agreement on credit at PT. Kandang Karya 
Perkasa in the form of a deed of sale that is authentic in which the agreement is 
implemented and validated before a notary. The problems most often arise is the 
default form of breakdown of repayment by the debtor to the creditor that is 
solved by preventive measures by way of supervision, coaching and binding credit 
guarantee, is being repressively with the sale or auction of the collateral is done 
according to the procedures applicable under the law and according to the 
agreement which has been done. 
 





Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dasar falsafah 
yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia 
diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang menjadi landasan 
penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian 
disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara 
berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi dan demokrasi ekonomi untuk 
mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
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Di Indonesia kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan kebutuhan 
pokok atau primer. Kebutuhan pokok tersebut merupakan kebutuhan yang sangat 
mendasar, antara lain kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Melihat 
perkembangan populasi penduduk Indonesia saat ini yang semakin bertambah, 
maka kebutuhan primer masyarakatpun menjadi semakin tinggi, salah satunya 
adalah kebutuhan akan papan atau rumah.  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 
tentang Perumahan dan Pemukiman, ditentukan bahwa rumah adalah bangunan 
yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi pembinaan 
keluarga.Kebutuhan akan perumahan pada masa sekarang ini merupakan masalah 
nasional, terutama di daerah perkotaan, yang harus dicarikan solusinya baik oleh 
pemerintah bersama-sama dengan masyaratkat selaku pengusaha maupun selaku 
konsumen perumahan itu sendiri.
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Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi, dengan 
terpenuhinya kebutuhan akan rumah maka dapat meningkatkan kesejahteraan 
keluarga dan masyarakat serta akan terciptanya suasana kerukunan hidup keluarga 
dan masyarakat dalam membentuk lingkungan serta sebagai tempat persemaian 
nilai budaya bangsa. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia 
dan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan.  
Dalam pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dapat dilakukan 
melalui cara salah satunya adalah dengan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah 
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(KPR) yang diikat oleh perjanjian. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk 
suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.Persetujuan ini merupakan kepentingan 
yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi 
dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan 




Perjanjian berasal dari kata ‘janji’ yang mempunyai arti “persetujuan 
antara dua pihak atau lebih” (masing-masing menyatakan kesediaan dan 
kesanggupan untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu dan tidak berbuat 
sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata yaitu 
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
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Pada umumnya perjanjian kredit telah disiapkan kreditur baik berupa 
perjanjian standard yang isinya telah dituangkan dalam konsep janji-janji tertulis 
yang disusun, kemudian diformulasikan dalam bentuk formulir perjanjian dan 
sejumlah aturan addendum atau aturan tambahan, sehingga yang terjadi adalah 
kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud perihal perjanjian KPR 
dengan klausul yang telah ditetapkan, terkecuali mengenai judul perjanjian KPR, 
komparasi atau identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan 
mengadakan perjanjian kredit bank. Dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan perumahan maka peranan Perbankan sangat dibutuhkan dalam 
menyediakan dana dan memberikan prakarsa dalam usaha pembangunan 
perumahan. Kehadiran sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat yang penghasilan ekonominya dalam level kecil dan menengah.
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KPR sendiri adalah singkatan dari Kredit Pemilikan Rumah, yang 
merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membantu anggota 
masyarakat guna membeli rumah berikut tanah untuk dihuni sendiri, berdasarkan 
kesepakatan antara bank dan nasalah, yang mewajibkan nasabah untuk 
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Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan suatu fasilitas kredit 
konsumtif yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabah yang ingin 
membeli atau memperbaiki rumah dan pembayarannya dilakukan secara angsuran 
berdasarkan jangka waktu dan bunga yang telah ditentukan. Kepemilikan tempat 
tinggal merupakan salah satu sarana angsuran bagi orang yang berkeinginan untuk 
memiliki rumah dengan sistem angsuran dengan pertambahan bunga.
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Salah satu penyebab peningkatan pemberian KPR adalah masih 
banyaknya masyarakat yang membutuhkan rumah sedangkan sebagian besar 
masyarakat tersebut tidak mampu membeli rumah secarai tunai (cash). Akhirnya 
sistem kredit melalui KPR menjadi pilihan. Melihat kesempatan yang ada, maka 
setiap lembaga penyedia KPR harus bersaing untuk menawarkan berbagai 
kemudahan kredit kepada konsumen misalnya dalam hal penawaran suku bunga, 
proses persetujuan kredit, hingga pelayanan.
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PT. Kandang Karya Perkasa adalah suatu perusahaan penyelenggara 
Kredit Pemilikan Rumah yang mengeluarkan produk inovatif tentang perumahan. 
Berbeda dari penyelenggara Kredit Pemilikan Rumah lain seperti pada lembaga 
perbankan, PT. Kandang Karya Perkasa mampu membangun perumahan sendiri 
dengan pendanaan sendiri dari perusahaan sendiri dan kemudian menjualnya 
secara kredit maupun secara tunai. 
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama, 
bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian jual beli rumah secara kredit yang 
dilakukan di PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo. Kedua, permasalahan apa 
yang muncul dalam perjanjian jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di PT. 
Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo. 
Untuk melihat lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit 
pemilikan rumah pada PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo, maka penulis 
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tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui konstruksi 
hukum perjanjian jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di PT. Kandang 
Karya Perkasa di Sukoharjo dan untuk menjelaskan masalah-masalah apa yang 
muncul dalam perjanjian jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di PT. 
Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo. 
Manfaat penulis melakukan penelitian ini meliputi: Pertama, 
memberikan pengetahuan dan pemahaman secara terperinci mengenai 
pelaksanaan perjanjian jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di PT. 
Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo. Kedua, hasil penelitian menjadi tambahan 
pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli rumah secara 
kredit yang dilakukan di PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjodan sebagai 
tugas akhir yang dijadikan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
2. METODE  
Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris 
dengan jenis penilitian deskriptif analitis. Sumber data meliputi data primer dan 
data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi 
kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Metode analisis 
data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode dan teknik pengumpulan 
datanya dengan cara menganalisis data sekunder dipadukan dengan data primer 
yang diperoleh langsung dari lapangan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tinjauan Umum PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, melalui 
wawancaranya pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, profil dari PT. Kandang 
Karya Perkasa di Sukoharjo, yaitu Perum Babussalamyang beralamat di Jalan 
Ngemplak Bothi No.01 Kartasura. Nomor telepon 0271-7892886 / 081 393 071 
264 / 085 725 650 077 / PIN: 5A02E0AA / 525F6DF0. 
Struktur Organisasi pada PT. Kandang Karya Perkasa memiliki tujuan 
untuk mempermudah setiap pekerjaan serta pelimpahan wewenang masing 
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masing bagian dengan rincian yakni Pimpinan bernama H. Iskandar, direktur 
bernama Hj. Asnidar, komesaris utama bernama Susandiana, SE, administrasi 
bernama Dini Yoga Dahniar, marketing bernama Alvianita Ayu C.S, dan arsitek 
bernama Muhammad Fajar Hafidz. 
PT. Kandang Karya Perkasa sengaja hadir untuk merespon animo 
masyarakat yang sangat tinggi dalam pemenuhan akan kebutuhan perumahan dan 
permukiman. Rumah bukan sekedar bangunan untuk tempat beristirahat setelah 
seharian melakukan berbagai aktivitas, akan tetapi rumah merupakan 
keseimbangan yang harmonis antara bangunan, lingkungan dan penghuninya. 
Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus dirancang 
sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman, 
tenang, dan damai bagi para penghuninya.  
Pemilihan bahan bangunan dengan kualitas terbaik, dilengkapi dengan 
berbagai sarana dan prasarana, dan aksesibilitas yang tinggi serta lingkungan yang 
asri merupakan komitmen PT. Kandang Karya Perkasa dalam melayani 
masyakarat, khususnya masyarakat Jateng akan kebutuhan perumahan dan 
permukiman yang berkualitas.  
 
Konstruksi Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah secara Kredit PT. Kandang 
Karya Perkasa di Sukoharjo 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di PT. Kandang Karya 
Perkasapada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 dengan Ibu Hj. Asnidar bahwa 
kontruksi dari perjanjian dual beli rumah secara kredit di PT. Kandang Karya 
Perkasa tersebut berbentuk Akta Jual Beli (AJB) yang bersifat otentik dimana 
perjanjian tersebut dilaksanakan dan disahkan di hadapan notaris. Adapun untuk 
mempermudah dalam memahami konstruksi dari Akta Jual Beli (AJB) tersebut, 
berikut Akta Jual Beli (AJB) antara pihak PT. Kandang Karya Perkasa dengan 
pihak debitur yakni Bapak MuhDarojatYang mana dalam perjanjiannya Bapak 
Muh Darojat selaku pihak kedua atau debitur dan Hj. Asnidar selaku pihak kesatu 
atau kreditur yang mewakili PT. Kandang Karya Perkasa. 
Sebelum diterbitkan akta otentik seperti yang dijelaskan diatas, terlebih 
dahulu debitur harus memenuhi prosedur, yakni prosedur pemberian kredit kepada 
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debitur di PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo diantaranya: Pertama, 
Pengajuan Berkas-berkas debitur meliputi  Fotocopy KTP suami istri (bila sudah 
menikah), Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy NPWP, 
Pash Foto (3x4) berwarna suami istri, Slip gaji pemohon 3 bulan terakhir, 
Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir, Surat pernyataan kesanggupan 
membayar angsuran, Kedua, Pemeriksaan berkas-berkas debitur. Pada tahapan ini 
kreditur melakukan pemeriksaan berkas-berkas debitur dimana proses 
pemeriksaan dimulai dengan pemeriksaan keaslian KTP sampai dengan surat 
pernyataan kesanggupan membayar angsuran, Ketiga, Wawancara. Dalam 
tahapan ini kreditur menggali informasi dari debitur terutama mengenai 
pengdapatannya dalam masa periode perbulan.  
Kreditur akan menilai secara mendalam untuk mengetahui kesanggupan 
atau kecukupan pendapatan dari debitur apakah sudah mampu untuk membayar 
angsuran yang nantinya akan berjalan sesuai dengan rumah yang kreditur beli. 
Dalam wawancara berikutnya kreditur akan menelusuri dari debitur mengenai 
apakah debitur memiliki tanggungan angsuran di lembaga atau tempat lain. 
Kesimpulan wawancara kreditur akan positif jika debitur dinilai secara keuangan 
mampu membayar angsuran yang nantinya dibebankan dan tidak memiliki 
tanggungan angsuran di lembaga atau tempat lain, namun jika debitur memiliki 
tanggungan di lembaga atau tempat lain tetapi kemampuan keuangannya masih 
mampu untuk membayar angsuran di PT. Kandang Karya Perkasa maka kreditur 
akan menilai debitur mampu dan cocok untuk menjadi konsumen di PT. Kandang 
Karya Perkasa, Keempat, Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). Kemudian pada 
tahapan berikutnya dilakukan proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) 
antara kreditur dan debitur. Dimana dalam penandatanganan tersebut dilakukan 
setelah semua syarat debitur dan hasil wawancara menghasilkan keputusan 
diterima oleh PT. Kandang Karya Perkasa. Selanjutnya berkas-berkas yang telah 
siap di masukkan ke notaris dan dilakukanlah penandatanganan akta jual beli. 
Setelah dilakukan penandatangan Akta Jual Beli (AJB) antara kedua 
belah pihak maka dimulailah kewajiban angsuran yang diberikan kreditur kepada 
debitur sesuai ketentuan dan peraturan yang telah ketahui oleh kedua pihak. 
Dalam pelaksanaannya yang perlu ditekankan bahwa dalam realisasi perjanjian 
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Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Kandang Karya Perkasa hanya sebatas 
Surat Perjanjian Akta Jual Beli (AJB) saja.  
Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat antara kreditur dan debitur merupakan 
bukti autentik secara hukum bahwa debitur sudah membeli tanah atau bangunan 
dan melakukan perjanjian dengan kreditur. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut 
debitur akan melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran kepada 
kreditur, dimana sebelumnya kreditur memiliki hak tanggungan jaminan yang di 
perjanjikan secara lisan oleh kreditur kepada debitur diantaranya ditahannya 
sertifikat asli oleh notaris dan ditahannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari 
rumah terkait oleh PT Kandang karya perkasa. Apabila dikemudian hari debitur 
melakukan wanprestasi dengan menyalahi perjanjian yang telah dibuat seperti 
misalnya kredit macet maka kreditur yakni PT. Kandang Karya Perkasa memiliki 
hak sepenuhnya untuk melakukan lelang atas rumah terkait kepada pihak lain. 
Pada Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan oleh PT. Kandang Karya 
Perkasa dengan para debitur tidak sesuai dengan perjanjian jual beli rumah pada 
umumnya karena perjanjian pada umumnya jangka waktu untuk pembayaran 
angsuran lebih panjang, berkisar antara 5 (lima) tahun sampai 25 (dua puluh lima) 
tahun. Sedangkan pada PT. Kandang Karya Perkasa, jangka waktu untuk 
pembayaran angsuran lebih pendek, yakni hanya satu tahun. 
Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh para pihak agar diperoleh suatu 
kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai dan untuk 
terlaksananya dibutuhkan suatu perjanjian hingga menimbulkan hak dan 
kewajiban antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 1313 
KUHPerdata dimana dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak yakni kreditur 
dan debitur sama-sama saling berjanji atau terikat untuk melaksanakan suatu hal, 
yakni melaksanakan perjanjian jual beli rumah secara kredit, dan telah sesuai 
dengan Pasal 1320 KUHPerdata karena kedua belah pihak telah memenuhi syarat 
sahnya perjanjian dan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. 
Perjanjian KPR oleh PT. Kandang Karya Perkasakepada debitur selalu 
dimulai dengan permohonan oleh pihak debitur. Apabila PT. Kandang Karya 
Perkasamenganggap permohonan tersebut layak, untuk diberikan maka akan 
terlaksana pelepasan kredit tersebut berdasarkan perjanjian. Hal tersebut sesuai 
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dengan pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana menurut 
pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu 
persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / 
benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk 
membayar harga. 
Perjanjian jual beli secara kredit antara pihak PT. Kandang Karya 
Perkasa selaku pihak kesatu dan Bapak Muh Darojat selaku pihak kedua telah 
sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pelaksanaan perjanjian debitur 
akan melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran kepada kreditur, 
dimana sebelumnya kreditur memiliki hak tanggungan jaminan melalui Sertipikat 
Hak Tanggungan. Akan tetapi pada PT. Kandang Karya Perkasa, tidak ada 
perjanjian mengenai hak tanggungan tersebut secara riil atau tertulis. Hanya ada 
pemberitahuan secara lisan dari kreditur kepada debitur mengenai hak tanggungan 
tersebut. Dalam hal ini, kreditur menjelaskan kepada debitur bahwa yang 
dimaksud dengan hak tanggungan yaitu berupa sertifikat dan IMB yang tidak 
dapat diserahkan sebelum pelunasan angsuran kredit tersebut. 
Secara keseluruhan dari hasil analisis adalah bahwa pelaksanaan 
konstruksi hukum perjanjian jual beli rumah secara kredit di PT. Kandang Karya 
Perkasa dibuat secara tertulis dihadapan notaris dan isinya telah sesuai dengan 
Pasal 1313, 1320, 1338 KUHPerdata karena antara pihak kreditur yakni PT. 
Kandang Karya Perkasa dan pihak debitur yakni Bapak Muh Darojat telah sepakat 
dan saling berjanji sesuai ketentuan yang telah dibuat dan saling menguntungkan 
antara kedua belah pihak. 
 
Permasalahan yang Muncul dalam Perjanjian Jual Beli Rumah secara 
Kredit di PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di PT. Kandang Karya 
Perkasapada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, dalam setiap pemberian kredit 
yang dilakukan,PT. Kandang Karya Perkasa mengharapkan pengembalian yang 
tepat waktu dan sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan bersama dengan 
debitor. Namun kadang-kadang, dengan berbagai alasan, debitor belum atau tidak 
bisa mengembalikan hutangnya pada kreditur (PT. Kandang Karya Perkasa). 
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Macetnya pembayaran adalah permasalahan yang peling sering muncul 
di PT. Kandang Karya Perkasa. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai 
wanprestasi.Adapun penyebab terjadinya wanprestasi tersebut adalah karena 
debitor telah gagal untuk membayar utangnya atau menghadapi masalah dalam 
memenuhi kewajiban yang telah ditentukan atau sudah tidak sanggup membayar 
sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada PT. Kandang Karya Perkasa 
seperti yang telah diperjanjikan. Dengan wanprestasi tersebut tentunya akan 
merugikan kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur.  
Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, PT Kandang Karya 
Perkasa selaku kreditur menggunakan langkah preventif dan represif. Tindakan 
preventif dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu kredit yang 
diberikan, mengadakan pembinaan terhadap debitur agar kredit berjalan lancar 
dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan. Tindakan represif dengan 
penjualan atau pelelangan barang jaminan yang dilakukan sesuai dengan prosedur 




Pertama, Konstruksi hukum perjanjian jual beli rumah secara kredit di 
PT. Kandang Karya Perkasa tersebut berbentuk akta jual beli yang bersifat otentik 
dimana perjanjian tersebut dilaksanakan dan disahkan dihadapan notaris. Telah 
sesuai dengan Pasal 1313, 1320, 1338 KUH perdata karena antara pihak kreditur 
yakni PT. Kandang Karya Perkasa dan pihak debitur yakni Bapak Muh Darojat 
telah sepakat dan saling berjanji sesuai ketentuan yang telah dibuat dan saling 
menguntungkan antara kedua belah pihak. Mengenai hak tanggungannya, dalam 
perjanjian jual beli rumah secara kredit antara kreditur dan debitur tidak ada 
perjanjian mengenai hak tanggungan tersebut secara riil atau tertulis tetapi hanya 
ada pemberitahuan secara lisan dari kreditur kepada debitur mengenai hak 
tanggungan tersebut meliputi sertifikat dan IMB.oleh karena itu sertifikat dan 
IMB masih ditahan oleh  pihak kreditur sampai harga rumah dibayar lunas oleh 
pihak debitur. 
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Kedua, Permasalahan yang paling sering muncul di PT. Kandang Karya 
Perkasa adalah wanprestasi berupamacetnya pembayaran angsuran oleh debitur 
kepada kreditur dan adapun penyelesaiannya adalah dengan langkah preventif dan 
represif.Tindakan preventif dengan cara pengawasan terhadap kelancaran suatu 
kredit yang diberikan, mengadakan pembinaan terhadap debitur agar kredit 
berjalan lancar dan pengikatan jaminan kredit dengan jaminan hak tanggungan 
secara riil. Tindakan represif dengan penjualan atau pelelangan barang jaminan 
yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut hukum dan menurut 
perjanjian yang telah dilakukan. 
Saran 
 Pertama, debitur selaku pihak yang berkewajiban untuk membayar 
angsuran supaya hendaknya tetap menjaga isi perjanjian yang telah dilakukan 
terhadap kreditur supaya semua pihak mendapatkan keadilan atas hak dan 
kewenangannya masing-masing serta debitur hendaknya tidak melakukan 
wanprestasi berupa kredit macet karena akan merugikan dirinya sendiri. 
Kedua, kreditur hendaknya lebih detail dan lebih jeli untuk melakukan 
analisis terhadap calon debitur guna menghindari wanprestasi berupa kredit macet 
dan kreditur hendaknya dalam pencatatan angsuran lebih detail dan teliti guna 
menghindari terjadinya wanprestasi berupa kredit macet serta dalam akta jual beli 
seharusnya disebutkan mengenai pembebanan jaminan hak tanggungan secara riil 
terhadap sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) atas tanahnya supaya 
mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak bagi para pihak. 
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